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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang
Kaki Lima di Kabupaten Pati yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati
Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayan PKL, kemudian
mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun
2014 yang belum dapat terlaksana dengan semestinya, dan belum sesuai dengan yang
diharapkan, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah
Kabupaten Pati dan bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati
dalam menghadapi atau menangani Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima di Kabupaten Pati.

Penelitian ini berbentuk penelitian kualitatif deskriptif analitik, subjek penelitian
ditentukan dengan cara yuridis normatif. Subjek penelitian terdiri dari Sutikno edi
ST, MT. Selaku Kabid. Perdagangan Dinas Perindag Kabupaten Pati, Sutrisno, SE.,
selaku Kasi. Bimussardag dinas Perindag Kabupaten Pati, Dra. Kartini, MM. Selaku
Kassubag Tata Usaha Satpol PP Kabupaten Pati, Joko Susanto, SH, MM., selaku
Kasi. Penyuluhan dan Kesamaptaan dinas Satpol PP Kabupaten Pati, Hendro Waluyo
selaku ketua paguyuban PKL di kawasan jl. Sudirman dan jl. Pemuda alun-alun
kabupaten pati. Teknik keabsahan data yang digunakan peneliti adalah diskriptif
analisis.

Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa, (1) keberadaan PKL di kabupaten pati
yang berjualan tidak sesuai peruntukannya, tidak tertata dengan rapi perlu dilakukan
penataan dan pemberdayaan terhadap PKL yang di dasari pada Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014, (2) Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 belum terlaksana sesuai yang diharapkan
karena masih terkendala mengenai penyediaan lahan sebagai pengganti tempat PKL
jika mendapatkan penertiban atau penataan dari Dinas Pemerintah Kabupaten Pati,
(3) kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam upaya
Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Pati yang melakukan usahanya tidak
pada tempatnya dan tidak tertata, masih banyak para PKL yang tidak memiliki TDU,
tidak ada lahan khusus untuk PKL, masih banyak PKL yang tidak mengerti atau
paham mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014, belum
adanya jaminan pengganti lokasi usaha untuk PKL dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Pati. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten pati dalam
mengatasi atau menangani kendala-kendala dalam Penataan dan Pemberdayaan PKL
di Kabupaten Pati diantaranya dengan memberikan tempat lokasi usaha yang telah
ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, mendorong para PKL untuk mengurus
dan membuat Tanda Daftar Usaha (TDU) yang telah ditentukan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pati, penyedian lokasi sementara untuk para PKL, memberikan
penyuluhan kepada PKL di Kabupaten Pati.
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MOTTO 

 

“ ...WAHAI TUHAN ENGKAULAH YANG KU TUJU, 

& 

RIDHOMU YANG KU CARI... ” 

(Sadatina an-Naqsyabandiyah Qaddasallahu Asrarahum al-„Aliyah) 

 

“ Jadikanlah (Jiwamu) Bumi Yang Mampu Menumbuhkan Mawar, 

Meskipun Dilempar Kotoran, Membalasnya Dengan Bunga  Yang 

Harum ” 

(Al-Imam Ar-Rabbani Syaikh Ahmad Al-Faruq As-Sirhindi Qs) 

 

“ Jangan Hinakan Dirimu Dengan Akal Kepandaianmu ” 

(Mr. H. S. M. Irfa’i Nachrawi an-Naqsyabandhi al-Hajj Qs) 

 

“ wahai anakku... jangan kau teteskan airmatamu di 

bumi, teteskan airmatamu di langit ” , 

“ kembalilah ke timangan tuhanmu... bila ibu 

pertiwi sudah tidak mampu menimang-mu ” 

(Mr. H. S. M. Irfa’i Nachrawi an-Naqsyabandhi al-Hajj Qs) 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut asas desentralisasi

dan asas dekosentralisasi, hal ini diungkapkan dalam pasal 18 UUD 1945,

berdasarkan kedua asas tersebut maka lahirlah otonomi Daerah dan wilayah

administratif yang mencerminkan pembagian tugas dan wewenang atau

fungsi Pemerintah. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam ikatan negara republik Indonesia1.

Untuk dapat melaksanakan otonomi Daerah diperlukan perubahan

dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, dari sentralisasi

Pemerintahan bergeser kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi

Daerah yang luas. Hal ini telah terwujud dengan ditetapkannya UU Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar dari

pelaksanaan otonomi Daerah.

Berdasarkan pasal 14 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah juga

semakin luas, termasuk didalamnya perencanaan dan pengendalian

pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman

1Kristiadi, J.B.,Problema Pendapatan Daerah, Edisi ke-8 (Jakarta: Prisma,2002), hal 89.
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masyarakat. Dengan pengembangan pembangunan Daerah, diharapkan dapat

menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Akan tetapi dalam

pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan

keteraturan dan ketertiban Daerahnya agar tercipta kondisi yang nyaman bagi

seluruh masyarakat.

Salah satu potensi pengembangan pembangunan Daerah adalah usaha

di sektor informal seperti Pedagang Kaki Lima (PKL). Potensi ini apabila di

kelola dengan baik maka akan mengasilkan kemajuan ekonomi Daerah yang

sangat besar dan mempunyai kontribusi dalam kesejahteraan masyarakat.

PKL adalah pedagang yang menjajakan barang dagangan nya di pinggir-

pinggir jalan atau tempat umum yang bersifat tidak menetap atau biasa di

sebut bongkar pasang, usaha perdagangan itu dilaksanakan di tempat-tempat

umum atau tempat yang di anggap strategis dalam suasana informal. Bahkan

PKL, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang

berpenghasilan rendah, sehingga dapat tercipta suatu kondisi pemerataan

hasil-hasil pembangunan.

Di kota-kota besar, keberadaan PKL merupakan suatu fenomena

kegiatan perekonomian rakyat-rakyat kecil. Akhir-akhir ini fenomena

penertiban terhadap para PKL marak terjadi, para PKL ditertibkan oleh para

aparat Pemerintah karena tidak memiliki izin usaha atau berjualan tidak pada

tempatnya. Dalam melihat fenomena keberadaan para PKL yang menjamur

diDaerah Kabupaten Pati ternyata keberadaan nya dapat di jadikan salah satu

potensi bagi pembangunan Daerah yang pengembangannya juga harus
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diimbangi dengan Peraturan dan keetertiban agar keberadaan nya tidak

merugikan pihak lain karena dalam perkembangan nya, keberadaan PKL di

kawasan perkotaan dan di Daerah-Daerah tertentu seringkali menimbulkan

masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban

masyarakat.

Pada umumnya mereka berjualan di trotoar jalan, di Taman-Taman

kota, bahkan dibadan jalan. Sehingga banyak yang mengganggu ketentraman

dan kenyamanan para pengguna jalan dan menghambat lalulintas.

Keberadaan PKL merupakan salah satu faktor yang menimbulkan

berbagai persoalan, baik dalam masalah ketertiban, lalulintas, keamanan,

maupun kebersihan di setiap Daerah termasuk juga di Daerah Kabupaten Pati.

Berbagai permasalahan terkait keberadaan PKL banyak  bermunculan yang

ternyata banyak merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah itu sendiri

seperti ketidaknyamanan keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya

sehingga mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari.

PKL ini timbul akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat

kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mencari pekerjaan demi

mendapatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab didalam

melaksanakan pembangunan dibidang pendidikan, bidang perekonomian dan

penyediaan lapangan pekerjaan.
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Sejalan dengan semangat otonomi Daerah, setiap Pemerintah Daerah

berupaya mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menangani

persoalan PKL dari mulai yang bersifat persuasif hingga represif. Jika

Pemerintah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang bisa

dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih biasanya akan lebih diarahkan

untuk menata PKL, misalnya dengan memberikan ruang usaha bagi PKL,

memformalkan status mereka sehingga bisa memperoleh bantuan kredit bank,

dan lainnya. Namun sebaliknya, jika PKL hanya dilihat sebagai pengganggu

ketertiban dan keindahan kota, maka mereka akan menjadi sasaran

penggusuran dan penertiban.2

Jadi sangat wajar sekali fenomena PKL ini merupakan imbas dari

semakin banyak nya jumlah rakyat miskin dan tidak cukup tersedianya

lapangan pekerjaan di Indonesia. Mereka berdagang karena tidak adanya

pilihan lain, tidak memiliki kemampuan pendidikan yang memadai, dan tidak

memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang baik dan sempitnya lapangan

pekerjaan untuk mereka, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-

hari dan untuk membiayai keluarganya mereka bekerja sebagai PKL.

Dengan adanya otonomi Daerah, Pemerintah Daerah memiliki

wewenang untuk mengelola dan menanggulangi permasalahan dalam

penyelanggaran Pemerintahannya berdasarkan potensi dan kemampuan yang

di miliki. sehingga dengan munculnya fenomena PKL dan segala akibatnya

2 “Pengelolaan Pedagang Kaki Lima secara Prespektif di Prov. Sumbar,”
http://svrp1.telkomhosting.com/-admin19/detail_artikel.php?id=614 , di akses 19 agustus 2015
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yang sekarang melanda Daerah Kabupaten Pati dan juga untuk melindungi,

menanggulangi, memperdayakan, mengelola, mengendalikan dan membina

kepentingan PKL dalam melakukan usaha agar berdaya guna serta dapat

meningkatkan kesejahteraan nya dan untuk melindungi hak-hak pihak lain

dan atau kepentingan umum di Kabupaten Pati, maka dari itu di Daerah

Kabupaten Pati di tetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kabupaten Pati saat ini terus melakukan pembangunan di berbagai

sektor. Salah satunya adalah disektor pelebaran jalan dan penataan kota yang

sekarang ini sudah sedikit bisa di rasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan

juga kabupaten adalh kabupaten peraih penghargaan Adipura Kencana yang

mana penghargaan tersebut diberikan atas dasar kebersihan dan keindahan

suatu daerah,tetapi dalam kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan apa yang

telah di raih oleh Kabupaten Pati, masih banyak daerah yang tidak tertata

dengan rapi dan kebersihan nya masih di pertanyakan, di Kabupaten Pati

sendiri, kawasan alun-alum masih semrawut dan belum tertata rapi dengan

adanya aktifitas usaha para Pedagang Kaki Lima.

Maka dari itu sangatlah wajar apabila penataan dan pemberdayaan para

PKL menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati agar

keberadannya tidak mengganggu dan merusak keindahan kota Kabupaten

Pati.
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Walaupun telah di tetapkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014

tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, akan tetapi dalam

kenyataan di lapangan belum sejalan dengan apa yang di harapkan, karena

masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang menjajakan dagangannya di

tempat-tempat Zona Merah yang dilarang oleh Pemerintah Daerah di dalam

Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 di Kabupaten Pati, dalam Peraturan

Daerah No. 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang

Kaki Lima telah diatur penataan PKL dalam tiga zona, zona merah, zona

kuning, dan zona hijau, salah satu wilayah yang masuk zona merah adalah

komplek Alun-Alun kota Pati, tapi masih banyak Pedagang Kaki Lima yang

masih banyak berjualan di zona merah tersebut, apalagi parkir kendaraan

pembeli yang mengahabiskan badan jalan menambah daftar ketidakteraturan

penataan Pedagang Kaki Lima tersebut, yang mana banyak mengakibatkan

kemacetan dan gangguan pada para pengguna jalan yang lainnya, hal itu juga

disebabkan oleh Pemerintah, selaku pembuat kebijakan dan petugas Satpol

PP selaku petugas penertiban PKL, yang belum sesuai dengan apa yang

diharapkan. Dalam hal ini, PKL merasa dirugikan dengan adanya Peraturan

Daerah No. 13 Tahun 2014 yang mana dalam Peraturan Daerah itu

disebutkan dibentuknya zona-zona yang di perbolehkan nya PKL atau tidak

diperbolehkan nya PKL menjajakan barang dagangannya, namun Pemerintah

harus mampu menjamin perlindungan dan memenuhi hak-hak ekonomi PKL.

Dalam hal ini Pemerintah belum sepenuhnya memberikan suatu

jaminan yang pasti bahwa ketika para PKL ini diberlakukan Peraturan Daerah
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No. 13 tahun 2014 ini Pemerintah sudah menyiapkan tempat yang layak baik

di zona kuning maupun di zona hijau, yang mana para PKL tersebut terbebas

dari penertiban. Seharusnya Pemerintah dalam menyikapi fenomena adanya

PKL, dan juga dalam pembuatan kebijakan (Perda) tentang penertiban PKL

ini lebih mengedepankan kepentingan dan keadilan masyarakat bawah atau

rakyat kecil, dan memperhatikan hak masyarakat khususnya para Pedagang

Kaki Lima untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Selain

itu juga di perlukan ketegasan dan keseriusan dalam penataan tempat untuk

para Pedagang Kaki Lima tanpa harus menertibkan mereka yang mana

mengakibatkan berhentinya mata pencaharian mereka untuk menghidupi

keluarganya, sehingga mereka masih bisa berjualan dan tidak mengganggu

ketertiban masyarakat lain yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada.

Penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan di Kabupaten Pati

selain untuk mencegah kemacetan lalu lintas, juga dapat mencegah adanya

tindak kejahatan seperti pencopetan dan penjambretan. Selain itu, penataan

dan pemberdayaan PKL juga mampu mendukung sektor ekonomi Daerah dan

kerjasama dengan pihak-pihak lain yang berkompeten untuk memajukan

perekonomian. Seperti yang tercantum di dalam Peraturan Daerah no 13

tahun 2014 BAB VI Pasal 21 (ayat 1,2,dan 3), disebutkan bahwa :

Pasal 21 :

1) Bupati melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam

pasal 2 antara lain melalui :
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a. Peningkatan kemampuan berusaha ;
b. Fasilitas bantuan sarana dagang;
c. Penguatan kelembagaan;
d. Bimbingan dan penyuluahan manajemen usaha;
e. Pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi

yang lain;
f. Bimbingan untuk memperoleh peningkatan permodalan; dan
g. Peningkatan sarana dan prasarana PKL.

2) Pemberdayaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di laksanakan oleh
SKPD teknis dengan memperhatikan pertimbangan dari instasi terkait
dan aspirasi masyarakat sekitar lokasi usaha PKL.

3) Untuk melaksanakan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Namun nampaknya ada suatu kegiatan yang kontradiktif  antara kedua

belah pihak. Pada salah satu sisi (Pedagang Kaki Lima) menghendaki suatu

tempat yang strategis dan luas dalam mencari rezeki sebagai sumber

penghidupannya dan juga pekerjaan mereka tidak terganggu lagi dengan

adanya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP. Sedangkan di sisi lain,

Pemerintah Daerah sebagai pembuat kebijakan (Perda) bertujuan dalam

rangka menciptakan Daerah / kota yang bersih dan tertib dari PKL,

khususnya diDaerah kota Kabupaten Pati. Adanya bentuk kontradiktif dari

kegiatan tersebut di atas dan juga penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki

Lima yang belum merata di Kabupaten Pati inilah yang mengakibatkan

keresahan dari segala komponen masyarakat khususnya para PKL itu sendiri.

Dari penjelasan di atas peniliti tertarik untuk meneliti mengenai

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 13 Tahun 2014 tentang

“Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima” di Kabupaten Pati.

Karena implementasi Peraturan Daerah merupakan salah satu hal yang
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menentukan apakah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah berhasil

dijalankan untuk mencapai tujuan dan sudah sesuai dengan apa yang

diharapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 13

Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?

2. Kendala apa saja yang di hadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dan

upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam

penataan dan pemberdayaan PKL?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya sebagai

berikut :

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tentang

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati

yang belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

2. Mendiskripsikan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Pati dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah

Kabupaten Pati dalam penataan dan pemberdayaan PKL.
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D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan ,

khususnya pada bidang kajian hukum kebijakan publik dan juga dapat

memberikan manfaat ilmu dibidang hukum ketatanegaraan.

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk digunakan dalam

kegiatan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

informasi dan menambah wawasan mengenai kebijakan publik,

khususnya kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang

Kaki Lima dan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan

dalam ilmu hukum ketatanegaraan.

b. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam terjun

langsung ke Lapangan dalam penelitian yang dapat dijadikan bekal

untuk mengembangkan menjadi ahli hukum khususnya hukum tata

negara yang baik.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermaanfaat terutama sebagai

bahan informasi kepada masyarakat serta memberikan sumbangan
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pemikiran dalan bentuk saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten

Pati dalam rangka penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

E. Telaah Pustaka

Kajian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 13

tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di

Kabupaten Pati, begitu pula tulisan-tulisan atau karya ilmiah baik berbentuk

jurnal, skripsi, makalah, dan tulisan-tulisan lainnya, sehingga untuk

memposisikan Karya Penulis ini perlu memaparkan penelitian-penelitian

sebelumnya sehingga dapat terhindar dari kemungkinan adanya pengulangan

Penelitian.

Nabila Amalia Solikhah, dengan judul Skripsinya  “Tinjauan Hukum

Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun

2002 tentang Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta”.3

menyimpulkan bahwa Pemerintah memberikan Peraturan kepada masyarakat

di maksudkan untuk menjaga kemaslahatan umum hak dasar manusia yaitu

agama, jiwa, akal, harga diri, dan harta sehingga telah sesuai dengan tujuan

hukum islam. Sedangkan penyusun lebih menitiberatkan pada Peraturan

Daerah Kabupaten Pati No. 13 tahun 2014 tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan ditinjau dari hukum positif bentuk

implementasi dari Peraturan Daerah tersebut.

3 Nabila Amalia Solikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan
Daerah Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2001 Tentang pelaksanaan penataan Pedagang Kaki Lima di
yogyakarta,”. skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta,2013.
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Nur Fitriana Kusumaningtyas, dalam Skripsinya yang berjudul “

Respon Pedagang Klitikhan Terhadap Implementasi Kebijakan Penataan PKL

(Studi Relokasi Pasar Klithikan di jalan Mangkubumi Yogyakarta)”.4

menyimpulkan bahwa lahirnya relokasi sebagai akibat tidak tertibnya

Pedagang Kaki Lima (PKL), di lain sisi relokasi membawa dampak

terjadinya demo para Pedagang dan termarjinalnya Pedagang, sedangkan

Penyusun lebih menitiberatkan Implementasi Penataan dan Pemberdayaan

PKL dari Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 13 Tahun 2014 tentang

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Mamba’ul Ulum, dalam skripsinya yang berjudul “Respon Pedagang

Kaki Lima (PKL) terhadap Kebijakan Relokasi (Studi Kasus di Paguyupan

PKL Demantu Yogyakarta)”.5 menyimpulkan bahwa relokasi memberikan

dampak bagi Pedagang Kaki Lima (PKL), Pemerintah, dan masyarakat. Dan

adanya ketidakpastian informasi mengenai adanya tempat baru bagi PKL dan

Pemerintah hanya melakukakan penataan dan tidak ada relokasi baru.

Sedangkan penyusun lebih menekankan kepada implementasi Peraturan

Daerah kabupaten pati nomor 13 tahun 2014 tentang penataan dan

pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

4 Nur Fitriana Kusumaningtyas, “Respon Pedagang Klitikhan Terhadap Implementasi
Kebijakan Penataan PKL (Studi relokasi pasar klithikan di Jalan Mangkubumi Yogyakarta),”,
skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

5Mamba’ul Ulum, “Respon Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Kebijakan Relokasi
(Studi Kasus di Paguyupan PKL Demantu Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Dakwah Universitas
Islam Negeri sunan kalijaga yogyakarta.
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Miftahul Ulum, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum

Islam tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (studi kebijakan perda kota

yogyakarta nomor 26 tahun 2002)”.6 menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah

no. 26 tahun 2002 yang mana nilai yang terkandung didalamnya tidak boleh

keluar dari nilai-nilai hukum mu’amalah islam dan perlu melibatkan dan

berbagai disiplin ilmu yang sesuai perkembangan zaman. Sedangkan

penyusun lebih menitiberatkan pada reaturan Daerah kabupaten pati nomor

13 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan

di tinjau dari hukum positif.

Dari telaah pustaka di atas maka belum ada yang meneliti tentang

bagaimana Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima di tinjau dari

Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima.

F. Kerangka Teoritik

Landasan teori merupakan hal yang sangat signifikan bagi penyusunan

karya ilmiah. Untuk menyelesaikan dan menjawab persoalan atau menjawab

pokok-pokok permasalahan yang Penulis paparkan di atas, sehingga di

perlukan adanya kerangka dan landasan teori agar penelitian dapat terarah

dan terfokus dengan jelas.

6Miftahul Ulum, “ Tinjauan Hukum Islam tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi
Kebijakan Perda Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta,2006.
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Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha

perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak

bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan

dan bangunan milik Pemerintah dan / atau swasta yang bersifat  sementara /

tidak menetap.7

Berbicara mengenai Pedagang Kaki Lima tidak terlepas dari usaha dan

upaya Pemerintah Daerah dalam rangka penataan dan penertiban, penataan

yang di tujukan kepada para Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu

bentuk Pemerintah berdasarkan Peraturan Daerah yang bertujuan untuk

tercapainya kota yang indah bersih dan nyaman,sehingga dapat mengurangi

kemacetan dan tidak merugikan pihak-pihak lain.

Dalam penulisan dan penelitian karya tulis ini penyusun akan

menggunakan beberapa teori untuk menjawab persoalan yang telah di uraikan

dalam latar belakang, di antaranya yaitu :

1. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atau berasaskan atas

hukum (rechtsstaat) bukan berdasarkan atas kekuasaan (machtsstaat). Hal

ini di tegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga

Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “ Indonesia adalah Negara Hukum ”.8

karena Indonesia adalah negara hukum maka tindakan suatu

7 Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 13 Tahun 2014 tentang Penataan
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

8 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.
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penyelenggara negara maupun warga negara dibatasi oleh suatu hukum,

yang mana suatu hukum memuat norma-norma dan kaidah-kaidah yang

harus ditaati, karena apabila hukum tidak ditaati maka orang atau

penyelenggara negara tersebut akan memperoleh sanksi atau hukuman.

Dalam suatu negara hukum, eksistensi hukum dijadikan instrumen

dalam menata kehidupan kenegaraan, Pemerintahan, dan kemasyarakatan.9

Inilah yang menjadi ciri atau unsur utama Negara Hukum Indonesia. yaitu

hukum bersumber pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

Indonesia juga merupakan ideologi negara, artinya telah menumbuhkan

keinginan bangsa Indonesia untuk mewujudkan nya. Oleh karena itu

perwujudannya tidak bisa lain harus berpedoman atau bersumber pada

pandangan hidup berkelompok bangsa Indonesia.10

2. Teori Kesejahteraan Sosial

Pengertian welfare state atau negara kesejahteraan adalah negara

yang Pemerintahan nya menjamin terselenggaranya kesejahteraan

masyarakat atau rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya

harus di dasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu: Demokrasi

(Democracy), Penegakan Hukum (Rule of Law), Perlindungan Hak Asasi

Manusia, Keadilan Sosial (Social Justice) dan Anti Diskriminasi.11

9 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011),
hlm. 22.

10 Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya,
(Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 121.

11“teori welfare state menurut j.m. keynes,
http://insanakademis.blogspot.com/2011/10/teori-welfare-state-menurut-jm-keynes.html, diakses
pada tanggal 22 agustus 2015 pukul 00.43 WIB
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Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa

Indonesia menganut konsep negara welfare state. Hal ini tercantum dalam

pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 bahwa tujuan

berdirinya Negara Republik Indonesia, yaitu untuk melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan

keadilan sosial.12

Di dalam Pancasila yaitu pada sila ke lima “Kesejahteraan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia”. Jadi jelas bahwa pembangunan di bidang

ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat agar

dapat hidup dengan layak. Dijelaskan dalam pasal 33 UUD 1945

“Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas

kekeluargaan”,13 Pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi

haruslah sejalan dengan pasal 33 UUD 1945, hal ini tercantum dasar

demokrasi ekonomi, dan kemakmuran masyarakatlah diutamakan, bukan

kemakmuran orang perorangan. Tetap berpegang pada asas kepentingan

mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Selain itu juga tidak boleh bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-

Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “ Tiap-tiap warga negara

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

12 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.

13 Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.
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3. Tindakan Pemerintah

Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subyek hukum,

sebagai dragger van rechten en plichten atau pendukung hak-hak dan

kewajiban-kewajiban. Sebagai subyek hukum, Pemerintah sebagaimana

subyek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata

(feitelijkhandelingen) maupun tindakan hukum (rechtshandelingen).14

Di samping itu, karena setiap tindakan hukum itu harus

berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka

dengan sendirinya tindakan tersebut tidak boleh menyimpang atau

bertentangan dengan Peraturan yang bersangkutan, yang menyebabkan

akibat-akibat hukum yang muncul itu batal (nietig) atau dapat dibatalkan

(nietigbaar).15

4. Kewenangan Pemerintah.

Prinsip utama dalam penyelenggaraan Pemerintah adalah adanya

asas legalitas. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan

Pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat.16 Pemerintah

hanya dapat melakukan perbuatan hukum jika memiliki legalitas atau di

dasarkan atas undang-undang yang merupakan perwujudan aspirasi warga

negara. Dalam negara hukum demokratis, tindakan Pemerintahan harus

14 HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011),
hlm. 109.

15 Ibid., hlm. 111.

16 Ibid., hlm. 94
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mendapatkan legitimasi dari rakyat yang secara formal tertuang dalam

undang-undang.17

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas

(legaliteitsbeginsel atau het beginsel van wetmatigheidvan bestuur), maka

berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang Pemerintahan berasal

dari Peraturan Perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi

Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan yang

diperoleh melalui tiga cara : 18

a. Atribusi adalah pemberian wewenang Pemerintahan oleh pembuat

undang-undang kepada organ Pemerintahan.

b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan dari satu organ

Pemerintahan kepada organ Pemerintahan lainnya.

c. Mandat terjadi ketika organ Pemerintahan mengizinkan

kewenangannya di jalankan oleh organ lain atas namanya.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan adanya metode-metode

yang digunakan untuk menjelaskan tentang cara penyelesaian

permasalahan, sehingga penelitian bisa terealisasikan dan terselesaikan.

Maka dari itu, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai

berikut :

17 Ibid., hlm.95.

18 Ibid., hlm.102.
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1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian lapangangan (field research) yakni jenis penelitan yang

obyeknya langsung dari lapangan. Penelitin ini di lakukan di Dinas

Perdagangan dan Perindustrian bagian Perdangan dan Pasar

Kabupaten Pati serta Satpol PP untuk memperoleh data-data dengan

cara wawancara secara langsung serta telaah pustaka dan dokumen

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian

yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, praktek dan

kebiasaan masyarakat.19

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dengan

melihat objek hukum yang menyangkut Peraturan Daerah No. 13

Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

Lima (PKL). Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan

memahami kebijakan Pemerintah dalam hal ini Dinas Perdangan dan

Perindustrian bagian Perdagangan dan Pasar serta Satpol PP di

Kabupaten Pati.

19 Kontjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta : Gramedia, 1985), hlm. 19.
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4. Sumber Data

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang

dilakukan dengan wawancara, dalam hal ini Kepala bagian

Perdagangan dan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kabupaten Pati, Kepala Satpol PP, dan para Pedagang Kaki Lima

(PKL).

b. Data Sekunder

Data ini deperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa

bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Data yang di peroleh bersumber dari lapangan dan

menganalisa Peraturan-Peraturan Pemerintah seperti undang-

undang dan Peraturan Daerah yang terkait dengan peran

bidang Perdagangan dan Pasar Dinas Perdagangan dan

Perindustrian serta Satpol PP.

Bahan hukum yang di gunakan dalm penelitian ini antara

lain:

a) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen

b) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 Tahun

2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima.
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c) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012

tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang

Kaki Lima.

d) Peraturan Pemerintah No. 6  Tahun 2010 tentang Polisi

Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5094).

e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.

54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur

Satuan Polisi Pamong Praja.

f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang

Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529).

g) Peraturan Daerah Kabupaten Pati No. 13 tahun 2014

tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki

Lima.

h) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 19 Tahun 2007

tentang Garis Sempadan

i) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati

Tahun 2010-2030.

2) Bahan Hukum Sekunder
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Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer

yang meliputi buku-buku hukum, laporan-laporan, dokumen-

dokumen, majalah, Peraturan Perundang-undangan dan

sumber lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atas

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti

kamus, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data primer, yang diperoleh dari lapangan

dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

1) Wawancara

Wawancara atau interview yaitu proses tanya jawab

secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara

fisik. Dalam proses interview terdapat dua pihak yang

menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi

sebagai pencari informasi atau disebut interviewer sedang

pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau

informan atau responden.20

Pada penelitian ini peneliti berkedudukan sebagai

interviewer dan respondennya adalah Dinas Perdagangan dan

20 Ronny Hantijo Soemitro, Metodelogi Penelitian Hukum, (Jakarta, Ghalia
Indonesia,1982) hlm. 71.
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Perindustrian bagian Perdangan dan Pasar Kabupaten Pati,

Satpol PP, serta Pedagang Kaki Lima (PKL).

Teknik wawancara yang di pakai bersifat bebas terpimpin

yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan interview

guide yang berupa catatan menggunakan pokok-pokok yang

akan ditanyakan, sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan

adanya variasi-variasi pertanyaan yang di sesuaikan dengan

situasi ketika interview dilakukan.21

2) Observasi

Observasi adalah pengamatan serta pencatatan sistematis

yang ditujukan dalam rangka penelitian untuk mendapatkan

data. Dalam hal ini pengamatan dilakukan untuk mengetahui

implementasi dari Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014,

respon Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kendala yang

dihadapi Pemerintah Daerah dalam implementasi Peraturan

Daerah No. 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

3) Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu studi terhadap dokumen-

dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan

permasalahan yang diangkat22. Dalam hal ini yang terkait

21 Ibid, hlm. 73

22 Soerjono Soekanto, Pengatar Penelitian Hukum, cet. Ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986),
hlm. 21
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dengan implementasi Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014

tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

(PKL) yang berupa dokumen, seperti majalah, catatan, dan

surat kabar.

b. Pencarian data sekunder dilakukan dari berbagai tulisan yang

bersumber pada kepustakaan dan arsip.

1) Membaca bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Yang

mana berupa Perundang-undangan, buku-buku, artikel, surat

kabar, majalah, ensiklopedia dan kamus-kamus.

2) Membaca tulisan yang berupa laporan-laporan, yang biasanya

di temukan pada tempat penyimpanan arsip.

6. Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian kualitatif yang menggunakan pola diskriptif analisis.23

Yaitu data yang diperoleh dari responden, baik secara lisan maupun

tulisan, dan perilaku yang nyata yang dipelajari secara utuh, yang

mana bertujuan untuk memahami apa yang menjadi latar belakang.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

23 Ibid, hlm. 250
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penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian,dan

sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian teori yang meliputi kajian tinjauan

tentang implementasi kebijakan, tinjauan tentang Peraturan Daerah, Peraturan

Daerah no. 13 tahun 2014, penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,

dan tinjauan tentang Pedagang Kaki Lima.

Bab ketiga, berisi tentang Profil Kabupaten Pati, keadaan geografis,

topografi dan hedrologi Kabupaten Pati, serta Profil tentang Satpol PP.

Bab keempat, menguraikan tentang hasil penelitian dan analisa

implementasi Peraturan Daerah no. 13 tahun 2014 Kabupaten Pati tentang

penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi penutup yaitu

kesimpulan serta saran-saran.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, observasi, dan pembahasan yang telah

dilakukan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor

13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

dan kendala-kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam mengatasi kendala-kendala

penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka dapat ditarik

kesimpulannya sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun

2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun

2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum

dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh

terkendalanya masalah penyediaan lahan sebagai pengganti tempat

berjualan Pedagang Kaki Lima jika mendapat penertiban atau relokasi dari

Satpol PP dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Selain itu Pemerintah

Kabupaten Pati sendiri belum melakukan evaluasi mengenai implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan

dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
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2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Serta Upaya Yang Dilakukan

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Dalam Mengatasi Kendala-

Kendala Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014

tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima masih belum

sesuai dengan yang diharapkan karena masih banyak kendala-kendala

yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam penataan

dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, antara lain adalah:

1. Banyak Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati yang berjualan di

badan-badan jalan, dan fasilitas umum yang bukan semestinya dan

tidak tertata dengan rapi dan teratur.

2. Masih banyaknya Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati yang

belum mempunyai tanda daftar usaha (TDU).

3. Minimnya lahan kosong atau tempat yang luas untuk Pedagang Kaki

Lima.

4. Masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak mengerti dan

memahami Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014

tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

5. Dan juga belum adanya lahan atau lokasi untuk Pedagang Kaki Lima

dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pati dalam

mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pati
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dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima antara lain:

1. Memberikan lokasi usaha yang strategis bagi Pedagang Kaki

Limagar tertata dengan rapi.

2. Memberikan dan mempermudah tanda daftar usaha (TDU) agar

mendapat perlindungan hukum.

3. Penyediaan tempat yang luas dan nyaman untuk Pedagang Kaki

Lima.

4. Memberikan penyuluhan dan pembinaan yang lebih intensive kepada

Pedagang Kaki Lima agar paham dan mengerti mengenai Peraturan

Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran kepada Daerah

Kabupaten Pati untuk penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,

yaitu untuk segera direalisasikan lokasi untuk Pedagang Kaki Lima yang

strategis baik berupa konsep rest area maupun foodcourt-foodcourt , sehingga

keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati dapat tertata dengan rapi,

lingkungan menjadi bersih, nyaman, dan indah, dan Pedagang Kaki Lima pun

tidak lagi mengganggu ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat.

Untuk Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati lebih menumbuhkan

kesadaran diri demi kepentingan umum dan masyarakat banyak dalam proses

penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta segera membuat
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tanda daftar usaha sebagaimana mestinya sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pati agar mendapatkan perlindungan hukum yang pasti, dan agar

tidak lagi mendapatkan penertiban dari Satpol PP Kabupaten Pati sehingga

keberadaan nya dapat tertata dengan rapi.
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan-Pertanyaan

a. Pertanyaan untuk dinas perindustrian dan perdagangan serta Satpol PP Kabupaten

Pati.

1. Apa yang anda ketahui menganai peraturan daerah kabupaten pati nomor 13 tahun

2014?

2. Apakah dalam setiap pembuatan kebijakan perlu adanya sosialisasi?

3. Bagaimana cara anda mensosialisasikan peraturan daerah kabupaten pati nomor 13

tahun 2014?

4. Bagaimana pendapat anda mengenai peraturan daerah kabupaten pati nomor 13 tahun

2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima,apakah peraturan

daerah tersebut sesuai dengan yang diharapkan dalam penertiban atau penataan dan

pemberdayaan pedagng kaki lima?

5. Mengapa perlu adanya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten

pati?

6. Apa maksud dan tujuan dengan adanya penataan dan pemberdayaan pedagng kaki

lima di kabupaten pati?

7. Bagaimana implementasi / pelaksanaan peraturan daerah kabupaten pati nomor 13

tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ?

8. Bagaimana cara pemerintah / instansi terkait dalam mengawasi implementasi

peraturan daerah kabupaten pati nomor 13 tahun 2014 tentang penataan dan

pemberdayaan pedagang kaki lima?



9. Bagaimana kondisi mengenai pedagang kaki lima yang sebenarnya di kabupaten pati

khusunya di kawasan alun-alun pati dan berapa jumlah pkl di kabupaten pati?

10. Bagaimana proses dan bentuk penataan terhadap PKL di Kabupaten Pati?

11. Bagaimana proses dan bentuk pemberdayaan terhadap PKL di Kabupaten Pati?

12. Adakah keuntungan / kerugian yang dirisaukan PKL dengan adanya penataan dan

pemberdayaan PKL?

13. Apakah kendala yang dihadapi dalaam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki

lima di kabupaten pati?

14. Lalu bagaimana upaya yang dilakuka dalam menghadapi kendala-kendala dalam

penataan dan pemberayaan pedagang kaki lima?

b. Pertanyaan Kepada Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pati.

1. Darimana asal mula berdirinya paguyuban PKL?

2. Apa yang melatar belakangi berdirinya paguyuban PKL?

3. Apa manfaat dari adanya paguyuban PKL?

4. Apakah semua PKL yang tergabung dalam paguyuban ini sudah mempunyai tanda

daftar usaha (TDU)?

5. Bagaimana menangani para PKL yang melanggar peraturan?



(suasana pedagang kaki lima di sebelah utara alun-alun)



(banyak pedagang kaki lima yang bejualan di badan jalan)



(pedagang kaki lima di sebelah barat alun-alun)



(suasana dari depan kantor Bupati di sebelah utara dan barat alun-alun)



Struktur  hedrologi kabupaten pati
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